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ABSTRAK 

PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN  

TERHADAP PEKERJA ATAS PENAHANAN IJAZAH DALAM 

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI DINAS 

TENAGA KERJA SUMATERA UTARA 

 

Oleh: 

 

FERNANDA WIBOWO 

NPM: 21.8400.132 

 

Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan, sering kali terjadi praktik 

penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan agar pekerja memenuhi kontrak kerja 

tertentu. Praktik ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak namun perusahaan tetap menahan ijazah 

pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan 

Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan sengketa penahanan ijazah dalam 

hubungan kerja berdasarkan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan 

mengetahui hak dan kewajiban hukum para pihak dalam konteks penyelesaian 

sengketa ketenagakerjaan serta penyelesaian berdasarkan Surat Edaran Nomor 

M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen 

Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja. Penelitian ini menggunakan 

metode yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Dinas 

Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah tanpa 

dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan 

bertentangan dengan asas perlindungan pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam 

memfasilitasi penyelesaian melalui jalur mediasi serta memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan 

kebijakan dan penegakan hukum dalam menanggapi praktik penahanan ijazah, agar 

tidak merugikan pekerja dan tetap menjaga keseimbangan hubungan industrial. 

Kata Kunci: Sengketa;Ketenagakerjaan;Penahanan Ijazah 
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ABSTRACT 

 

Settlement of employment disputes against workers regarding the 

withholding of diplomas in fixed-term employment agreements at 

the North Sumatra Manpower Office 

BY: 

FERNANDA WIBOWO 

NPM: 21.8400.132 

In employment agreements between workers and companies, there is often a 

practice of withholding diplomas as a form of guarantee for workers to fulfill 

certain employment contracts. This practice raises legal issues, especially when 

there is a unilateral termination of employment but the company still withholds the 

worker's diploma. This study aims to determine the role of the North Sumatra 

Provincial Manpower Office in resolving disputes over diploma retention in 

employment relationships based on Fixed-Term Employment Agreements (PKWT), 

and to determine the legal rights and obligations of the parties in the context of 

resolving employment disputes and settlements based on Circular Letter Number 

M/5/HK.04.00/V/2025 concerning the Prohibition of Retention of Diplomas and/or 

Personal Documents of Workers/Laborers by Employers. This study uses a 

normative juridical method, with a qualitative descriptive approach. Data were 

collected through literature studies and interviews with the Manpower Office. The 

results of the study indicate that the withholding of diplomas without a clear legal 

basis can be categorized as an unlawful act and is contrary to the principle of 

worker protection as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower 

and other laws and regulations. Furthermore, the Manpower Office has a crucial 

role in facilitating settlements through mediation and protecting workers' rights. 

This study emphasizes the importance of policy reform and law enforcement in 

responding to the practice of withholding diplomas, so as not to harm workers and 

to maintain a balance in industrial relations. 

Keywords: Dispute; Employment; Diploma Retention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, 

menyelesaikan.1 Sedangkan pengertian sengketa menurut KBBI adalah perbedaan 

pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam 

pengadilan)2. Sehinga pengertian penyelesaian sengketa adalah suatu proses, cara, 

perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan). Penyelesaian 

sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak 

dengan pihak yang lainnya.  

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi 

(melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Jalur litigasi biasanya 

dijadikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apabila mekanisme 

penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil menyelesaikan perselisihan antara 

para pihak.3 

Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka 

untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari 

istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah 

segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, danperbantahan. 

 
1Hasil Pencarian Penyelesaian - KBBI Daring,” diambil melalui 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian. diakses pada tanggal 22 Februari 2025, Pukul 

13.22 WIB 
2Ibid 
3Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, 

diakses pada tanggal 22 Februari 2025, Pukul 13.26 WIB 
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Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan. Menurut Rachamadi 

Usman.4 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat lima 

bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (non-litigasi), yaitu: 

a) Konsultasi, yaitu suatu proses interaksi antara pihak yang bersengketa 

dengan pihak konsultan yang bertujuan memberikan pandangan atau 

masukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; 

b) Negosiasi, yakni metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

dilakukan secara langsung oleh para pihak dengan tujuan mencapai 

kesepakatan bersama melalui hubungan kerja sama yang bersifat harmonis; 

c) Mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui 

perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak 

ketiga yang bersifat netral (mediator) untuk memfasilitasi tercapainya 

kesepakatan; 

d) Konsiliasi, yakni suatu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan 

pihak ketiga (konsiliator) yang bertugas menengahi dan membantu para 

pihak menemukan solusi serta merumuskan kesepakatan bersama; 

e) Pendapat Ahli, yaitu proses pemberian pandangan atau penilaian oleh 

seorang atau beberapa orang ahli atas suatu persoalan yang bersifat teknis 

sesuai dengan bidang keahliannya, guna mendukung penyelesaian sengketa 

yang terjadi. 

 
4 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung, PT 

citra Aditya Bakti 2003), hal 1 
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Penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi), selain dari 

pada itu juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu non litigasi yang ternyata 

menjadi salah satu proses penyelesaian perselisihan tenaga  kerja yang dilakukan 

antara perkerja dan perusahaan dan mediator yang di fasilitasi oleh pengadilan. 

Penyelesaian  perselisihan  pada  dasarnya  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  

sendiri,  dan apabila  para  pihak  tidak  dapat  menyelesaikannya  maka  

penyelesaiannya  dapat  menghadirkan pihak ketiga, baik yang disediakan oleh 

negara atau para pihak sendiri. Dalam masyarakat modern yang  diwadahi  

organisasi  kekuatan  publik  berbentuk  negara,  forum  resmi  yang  disediakan  

oleh negara  untuk  penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan  biasanya  adalah  

lembaga  peradilan.5 Contohnya proses mediasi Dari pasal tersebut kita ketahui 

bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam 

perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan bahwa 

penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan mencakup mekanisme arbitrase, 

yakni suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang 

didasarkan pada kesepakatan arbitrase yang disusun secara tertulis oleh para pihak 

yang bersengketa.6 

Berdasarkan sifatnya, sengketa dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis 

utama. Pertama, sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang muncul sebagai 

 
5 Suherman Toha dan Tim, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM 

RI, Jakarta: 2010, hlm 2. 
6Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Pasal 1 angka 1 
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akibat dari diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau 

pejabat tata usaha negara. Penyelesaian atas sengketa jenis ini dilakukan melalui 

pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, sengketa perdata, 

yakni sengketa yang timbul akibat adanya wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan 

melawan hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan 

Negeri, atau dapat pula diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi (di luar 

pengadilan).7 

Menjalankan fungsi untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyelenggaraan penyusunan program dan pengendalian di bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

b) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi; 

c) Penyelenggaraan pengelolaan penempatan tenaga kerja dan pasar kerja; 

d) Penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan 

pasar kerja serta lembaga latihan; 

e) Penyelenggaraan pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi; 

f) Penyelenggaraan pengelolaan pemagangan; 

g) Penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 

h) Penyelenggaraan pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, 

kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja; 

i) Penyelenggaraan pengelolaan transmigrasi; 

j) Penyelenggaraan pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang 

ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten/kota; 

k) Penyelenggaraan pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan 

transmigrasi; 

 
7Urip Santoso, Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum, Perspektif, Vol.XXI, No.3, 2016, Hlm. 193 
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l) Penyelenggaraan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dibidang 

tenaga kerja dan transmigrasi; 

m) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.8 

 Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan atau Perselisihan perburuhan ialah 

pertentangan antara majikan (pengusaha) atau perkumpulan majikan (organisasi 

pengusaha) dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh (gabungan serikat 

pekerja) berhubung dengan tidak adanya persesuaian pendapat mengenai hubungan 

kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan. Apalagi timbul masalah 

perburuhan, maka pokok pangkal yang harus dipegang teguh adalah bahwa dalam 

menyelesaikan perselisihan perburuhan sedapat mungkin jangan sampai terjadi 

pemutusan hubungan kerja.9 

 Pada umumnya setiap masyarakat individu maupun kelompok harus 

memiliki suatu pekerjaan untuk mampu bertahan hidup. Dalam melakukan suatu 

pekerjaan masyarakat dituntut untuk mengikuti suatu perjanjian kerja oleh pelaku 

usaha. Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata 

berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

 Menurut pandangan doktrin klasik, perjanjian diartikan sebagai suatu 

tindakan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dengan tujuan untuk 

menimbulkan konsekuensi hukum. Pengetian ini mencerminkan adanya asas 

 
8 Hasil pencarian tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan https://disnaker.sumutprov.go.id 

Diakses pada tanggal 07 april 2025 pukul 13.00 WIB 
9 Sudewi, K. R., & Wirasila, A. N. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Pada Pekerja 

Di Hotel Kubu Bali House Di Kabupaten Badung. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4, 1-14. 
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konsensualisme serta menunjukkan muncul atau hilangnya hak dan kewajiban 

sebagai akibat dari perjanjian tersebut.10 

 Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja menurut Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerjaatau buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak.11 

 Suatu Perusahaan untuk mempekerjakan Pekerja terdapat sebuah 

perjanjian kerja yang dimana setiap pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut 

harus mentaati perjanjian tersebut. Penahanan ijazah di maksud agar perkerja atau 

karwayan sebagai jaminan dalam perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja 

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 

menjelaskan “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja maka 

timbulah hubungan kerja yang terjalin antara kedua pihak tersebut.12 Jika perjanjian 

kerja tersebut diakhiri sebelum perjanjian kerja usai pekerja berkewajiban untuk 

mengganti rugi kepada pengusaha. 

 Berdasarkan kasus yang  sering terjadi di Perjanjian Kerja, maka dalam 

penelitian ini penulis berfokus pada Seorang karyawan yang bekerja di sebuah 

perusaaan yang bergerak di bidang kuliner di berhentikan atau di PHK (Pemutusan 

 
10 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 1. 
11 Ibid 
12 Daryanto Wibowo, “Kerugian Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Dalam 

Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, 

(Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020) hal 2 
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hubungan kerja) oleh Perusahaan dengan alasan pihak Perusahaan mengatakan 

bahwa pekerja sudah melanggar perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa melalui 

prosedur pemecatan atau dengan Surat peringatan pertama yang dimana di atur 

dalam Peraturan pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta 

kerja. 

 Meskipun Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, 

Karyawan ini tetap diminta menganti kerugian kepada pengusaha/perusahaan atas 

kontrak kerja yang belum berakhir dan Perusahaan mengatakan tidak akan 

memberikan ijazah yang sebelum nya menjadi jaminan kerja dalam Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebelum terpenuhi nya ganti rugi atas kontrak kerja 

yang belum berakhir. Maka penahanan ijazah yang di lakukan Perusahaan dalam 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sangat merugikan Pihak pekerja.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Ketengakerjaan Penahanan Ijasah dalam  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ? 

2. Apakah yang menjadi Hak dan Kewajiban Hukum Bagi para pihak 

Perusahaan Dan Tenaga Kerja dalam Penyelesian Sengketa 

Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara? 

3. Bagaimana penyelesaian sengketa perselisihan ketengakerjaan setelah surat 

Edaran Menteri Tenaga Kerja No Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang 

Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik 

Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Peran DISNAKER Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Ketengakerjaan Penahanan Ijasah dalam Kontrak Kerja 

2. Untuk Mengetahui Hak dan kewajiban Hukum Bagi para pihak Perusahaan 

Dan Tenaga Kerja dalam Penyelesian Sengketa Ketenagakerjaan di Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Sumatra Utara. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perselisihan ketengakerjaan 

setelah surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No Nomor 

M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau 

Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis  

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan hukum 

ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja 

dalam kasus penolakan ijazah sebagai jaminan kerja. Kajian ini memperkaya 

literatur akademis dan memberikan kajian perbandingan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Analisis ini memungkinkan dilakukannya 

kajian yang lebih mendalam terhadap teori perlindungan hak-hak pekerja dan 

menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di masa depan. 

2. Secara Praktis 

Penerapan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman 

tentang hak-hak pekerja mengenai retensi ijazah oleh perusahaan dan untuk 

membantu pengusaha memahami implikasi hukum dari tindakan tersebut 
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sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, studi ini dapat memberikan 

rekomendasi kepada para pembuat kebijakan untuk memperbaiki peraturan 

terkait dan menjadi referensi dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan 

terkait dengan pemotongan ijazah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan perlindungan pekerja dan menciptakan keseimbangan 

yang lebih baik antara hak dan tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Berdasarkan informasi dan penelususan keperpustakaan dalam skripsi 

ataupun jurnal belum ada penelitian yang di lakukan dengan judul ini. Akan dalam 

penelusuran perpustakaan terdapat bebebrapa judul skripsi ataupun jurnal yang 

saling berkaitan dengan topik bahasan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut.  

1. Seffina Sonia Zalukhu (2023) Universitas Medan Area “Perlindungan 

Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pemanen Karet Berdasarkan Perjanjian 

Kerja Dalam Sistem Outsourcing Pada Pt. Perkebunan” Dengan perumusan 

masalah yaitu: 

a. Bagaimana Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pemanen Karet di PT. 

Perkebunan Nusantara III Kebun Bangun?  

b. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Tenaga Kerja Pemanen Karet di 

PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bangun?  

c. Bagaimana Tanggung Jawab Terhadap Tenaga Kerja Pemanen Karet di 

PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Bangun? 

2. Renata Monika Hutagalung (2024) Universitas Kristen Indonesia 

“Perlindungan Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Waktu Tertentu 

Oleh Perusahaan (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/ 2019/PN 

Tte)” 
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a. Bagaimana ijazah dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kerja?  

b. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Putusan Nomor 

13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte? 

3. Fitria Putri (2022) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. 

“Kewajiban Perusahaan Terhadap Pengembalian Ijazah Pekerja Setelah 

Perjanjian Kerja Berakhir (Studi Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-

Phi/2019/Pn.Tte)” 

a. Apa saja bentuk kewajiban perusahaan atas pengembalian ijazah pekerja 

setelah perjanjian kerja berakhir pada Putusan Nomor: 

13/Pdt.SusPHI/2019/PN.Tte?  

b. apakah yang menjadi pertimbangan hakim terhadap ijazah pekerja yang 

tidak dikembalikan oleh perusahaan setelah perjanjian kerja berakhir pada 

Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tte? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 

2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan 

Berbicara mengenai ketenagakerjaan, UU No 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan adalah peraturan yang di buat pemerintah pada dasarnya telah 

menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di 

Indonesia sebagai payung hukum di indonesia. Menurut Undang-undang No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 “Tenaga kerja adalah setiap 

individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik dalam 

hubungan kerja maupun di luar itu, dengan tujuan untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat.”13  

Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal I angka 

I Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: 

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” 

Selain itu, Pasal 8 dalam undang-undang yang sama mengatur mengenai 

perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, yang mencakup hal-

hal berikut: kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, 

hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan, dan kesejahteraan 

tenaga kerja. 

 
13 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Peran Dinas Ketenagakerjaan Hak dan kewajiban pekerja dalam 

kerangka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Hak-hak Pekerja: 

Menurut Soedikno Mertokusumo hak adalah kepentingan yang 

dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok 

yang diharapkan untuk dipenuhi.14 Adapun hak pekerja sebagai berikut: 

a. Hak untuk memperoleh kesempatan yang setara tanpa adanya 

diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan (Pasal 5 UUTK),  

b. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh pemberi 

kerja (Pasal 6 UUTK),  

c. Hak untuk memperoleh atau meningkatkan keterampilan kerja 

sesuai dengan kemampuan melalui pelatihan kerja (Pasal 11 

UUTK), Hak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam 

mengikuti pelatihan kerja yang relevan dengan tugasnya (Pasal 12 

ayat 3 UUTK), Hak untuk mendapatkan pengakuan kompetensi 

setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga 

pelatihan di tempat kerja (Pasal 18 ayat 1 UUTK), Hak untuk 

mengikuti program magang dan memperoleh sertifikasi kompetensi 

kerja yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 

23 UUTK). 

 
14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, 

Yogyakarta, 2010, hal. 52. 
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d. Hak dan kesempatan yang setara untuk memilih, mendapatkan, atau 

berpindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak baik 

di dalam negeri maupun di luar negeri (Pasal 31 UUTK),  

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan jenis dan 

tingkat kecacatan yang dialami (Pasal 67 UUTK),  

f. Hak untuk menerima upah atas kerja lembur (Pasal 78 ayat 2 

UUTK),  

g. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti sebagai hak pekerja 

(Pasal 79 ayat 1 UUTK),  

h. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kewajiban agama 

yang dianut (Pasal 80 UUTK),  

i. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan sebelum 

dan 1,5 bulan setelah melahirkan, sesuai dengan rekomendasi dokter 

kandungan atau bidan bagi pekerja wanita (Pasal 82 UUTK). 

j. Hak untuk mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan 

kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap moralitas, kesusilaan, 

dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai 

agama (Pasal 86 UUTK).15 

2. Kewajiban sebagai Pekerja 

a. Dalam pelaksanaan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja 

memiliki peran untuk melaksanakan tugas sesuai kewajibannya, 

 
15 Hironima, N. S., & Ritonga, M. K. (2018). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak 

Dalam Perjanjian Berlangganan Air Bersih Antara Pdam Tirta Bina Labuhanbatu Rantauprapat 

Dengan Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Civitas Jurnal Pembelajaran Dan 

Ilmu Civic, Vol.4. No.2, hal. 39 
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menjaga ketertiban demi kelancaran produksi, menyampaikan aspirasi 

secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, 

serta berkontribusi dalam kemajuan perusahaan harus berusaha 

meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya sesuai 

dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 102 ayat 2 UUTK.  

b. Majikan, serikat pekerja, dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan 

yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama, sesuai dengan Pasal 

126 ayat 1 UUTK.  

c. Majikan dan serikat pekerja wajib menginformasikan isi perjanjian 

kerja bersama atau perubahan-perubahannya kepada seluruh pekerja, 

berdasarkan Pasal 126 ayat 2 UUTK.  

d. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan oleh 

majikan dan pekerja atau serikat pekerja melalui musyawarah untuk 

mufakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat 1 UUTK.  

e. Pekerja dan serikat pekerja wajib memberikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada majikan dan instansi yang berwenang di bidang 

ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 

sebelum melaksanakan mogok kerja, sesuai dengan Pasal 140 ayat 1 

UUTK.16 

2.1.2 Hubungan Industrial 

 Dalam era globalisasi yang di tandai dengan kemajuan tehnologi yang 

terus berkembang, dinamika hubungan antara pengusaha, pekerja, dan 

pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk dunia kerja yang 

 
16 Ibid hal 40 
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komplek dan terus berubah. Hubungan indusrial (HI) tidak hanya memeriksa 

bagaimana Perusahaan berinteraksi dengan karyawan,tetapi juga bagaimana 

Perusahaan berhubungan dengan serikat pekerja, badan pemerintah, dan 

berbagai organisasi lainnya yang memengaruhi kebijakan ketenagakerjaab dan 

lingkungan bisnis secara keseluruhan.17  

Hubungan industrial berperan sebagai pedoman dalam menjalin 

interaksi antara pengusaha dan pekerja serta memberikan mekanisme 

penyelesaian terhadap konflik yang mungkin timbul dari hubungan tersebut. 

Hubungan ini tercermin dalam bentuk hubungan kerja yang berfungsi layaknya 

kontrak antara kedua belah pihak. Selain itu, hubungan industrial juga 

dipahami sebagai kajian interdisipliner yang membahas dinamika hubungan 

kerja. Dalam konteks ini, hubungan industrial menyediakan wadah untuk 

pelaksanaan perundingan bersama atau aksi industrial melalui keterlibatan 

serikat pekerja, instansi pemerintah, serta pihak ketiga seperti arbiter, yang 

bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan pekerja guna menciptakan 

keseimbangan kekuasaan antara pengusaha dan pekerja. Pandangan ini sejalan 

dengan pemikiran Rachmadi Usman. 18 

Mewujudkan Industrial Peace atau keserasian dalam hubungan 

industrial, International Labour Organization (ILO) telah menetapkan 7 

(tujuh) prinsip yang harus dipedomani oleh para pihak dalam hubungan 

industrial, yaitu:19 

 

 
17 Mukhlis Yunus dkk, Hubungan Industrial (Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 

2024) hal 1 
18 Luluk Tri Harinie dkk. Hubungan Industrial (Bali,Infes Media 2024) hal 4 
19 Ibid hal 5 
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1. Freedom of Association. 

Setiap pekerja memiliki hak asasi untuk membentuk dan bergabung 

dengan serikat pekerja. Hak ini menjadi salah satu landasan utama 

dalam penyusunan Konstitusi ILO, sebagaimana tercantum dalam 

bagian pembuka (preambul) dokumen tersebut. Prinsip ini menjamin 

kebebasan bagi pekerja untuk mendirikan serikat secara mandiri, 

demokratis, serta tanpa adanya intervensi dari pemerintah.20 

2. Collective Bargaining  

Setiap pekerja dan pengusaha memiliki hak yang melekat untuk 

melakukan perundingan serta musyawarah melalui perwakilan 

masing-masing pihak. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai 

kesepakatan bersama mengenai berbagai aspek hubungan kerja dan 

kondisi kerja, yang meliputi pemenuhan hak-hak tenaga kerja, 

pengaturan upah, ketentuan cuti, jaminan sosial, serta hak-hak lain 

yang relevan. 

3. Conciliation and Arbitration  

Merupakan cara penyelesaian masalah atau perbedaan pendapat agar 

tidak berlarut-larut dan berakibat merugikan pihak pekerja atau 

pengusaha. Pada prinsipnya, konsiliasi dan arbitrase merupakan upaya 

preventif agar masalah perselisihan antara pekerja dan pengusaha tidak 

berturut-turut dan dapat mengganggu ketenangan kerja. 

4. Consultation and Cooperation at The Level of Undertaking. 

 
20 Luluk Tri Harinie dkk. Hubungan Industrial (Bali,Infes Media 2024) hal 28 
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Merupakan salah satu prinsip yang sangat penting, sebab Industrial 

Peace akan dapat dicapai dengan adanya saling pengertian dan saling 

menghormati. Tujuannya agar masalah yang dihadapi dapat 

dipecahkan bersama dalam forum dialog dan tatap muka.21 

5. Communication Within undertaking 

Komunikasi antar individu menjadi dasar utama dalam membangun 

hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Melalui 

komunikasi yang efektif, potensi terjadinya konflik dapat 

diminimalisasi. Pertukaran informasi secara terbuka menciptakan 

ruang untuk menghindari sumber-sumber konflik serta membangun 

iklim kerja yang dilandasi rasa saling percaya antara kedua belah 

pihak. 

6. Grivance Settlement. 

Hak untuk menyampaikan keluhan merupakan bagian dari hak pekerja 

yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantara 

serikat pekerja di setiap unit kerja. Pelaksanaan hak ini menjadi salah 

satu mekanisme untuk menyalurkan ketidakpuasan yang dirasakan 

pekerja, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan perjanjian kerja bersama (collective agreement). Dengan 

demikian, hak untuk menyampaikan keluhan berperan sebagai 

masukan penting dalam membina hubungan industrial yang harmonis 

antara pekerja dan pengusaha..22 

 
21 Luluk Tri Harinie dkk. Hubungan Industrial (Bali,Infes Media 2024) hal 28 
22 Ibid  
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7. Termination of Employment 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan isu sensitif dalam 

hubungan industrial yang menuntut keseimbangan antara kepentingan 

pengusaha dan pekerja. Dari perspektif pengusaha, PHK merupakan 

bagian dari hak untuk mengelola dan merencanakan kelangsungan 

usaha. Namun bagi pekerja, keberlangsungan hubungan kerja 

mencerminkan jaminan ketenangan dan kepastian masa depan. Oleh 

karena itu, PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang diambil 

sebagai upaya penyelamatan perusahaan atau kelangsungan usaha.23 

2.1.3 Hubungan Antara Perjanjian dan Perikatan 

 Perhubungan anatar dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu 

perhubungan hukum yang berarti berarti ada hak dan kewajiban yang di jamin 

oleh hukum dan Undang-undang. 

 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji ke pada 

seorang lian atau Dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksankan 

sesuatu hal. Dari peristiwa ini,timbullah sutau hubungan anatar dua orang 

tersebut yang dinakan perikatan. Perjanjian itu menerbitakan suatu perikatan 

antar dua orang yang membuatnya. Dalam bentunya, perjanjian itu berupa 

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau ke sanggupan yang di 

ucaopkan atau di tulis.24 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat 

antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian merupakan salah satu 

sumber utama yang melahirkan perikatan. Perjanjian berfungsi sebagai 

 
23 Luluk Tri Harinie dkk. Hubungan Industrial (Bali,Infes Media 2024) hal 28 
24 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 1. 
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landasan hukum bagi timbulnya suatu perikatan, selain dari sumber-sumber 

lain yang diakui dalam sistem hukum. Istilah "perjanjian" kerap kali 

dipersamakan dengan "persetujuan", karena keduanya pada hakikatnya 

mencerminkan adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan 

suatu hal. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut dapat dianggap memiliki 

pengertian yang serupa. Adapun istilah "kontrak" memiliki makna yang lebih 

terbatas, karena secara khusus merujuk pada perjanjian atau persetujuan yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis. 

 Perjanjian merupakan, sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Dan benar, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian,tetapi 

sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-lain ini tercakup dengan 

nama undang-undang. Maka, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada 

perikatan yang lahir dari “undang-undang”25 

 Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas 

konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang 

berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian 

disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah memenuhi Suatu perjanjian juga 

dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat 

mengenai sesuatu hal. 

 Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan 

yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepa-

katan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat 

mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. 

 
25 Surbekti . Hukum Perjanjian, (Jakarta, Intermasa, 2004) hal 1 
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 Demikian juga, bahwa perjanjian-perjanjian dimaksud pada umumnya 

"Konsensuil". Adakalanya Undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya 

suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian 

perdamaian) atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), 

tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa 

perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai 

kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas 

konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:  

 "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:  

 1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;  

 2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;  

 3. suatu hal tertentu;  

 4. suatu sebab yang halal"26 

2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan 

2.2.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa Tenaga Kerja 

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, 

menyelesaikan.27 Sedangkan pengertian sengketa menurut KBBI adalah 

perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; 

perkara (dalam pengadilan).28 Sehinga pengertian penyelesaian sengketa 

adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, 

 
26 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta, intermasa 2004) hal 15 
27 Hasil Pencarian Penyelesaian - KBBI Daring,” diambil melalui 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian diakses pada tanggal 20 Februari 2025, Pukul 

06.53 WIB. 
28 Ibid 
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perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara, ataupun pertikaian 

(dalam pengadilan). 

Adapun Penyelesaian sengketa menurut para ahli Winardi berpendapat  

sengketa adalah pertentangan-pertentangan yang terjadi antara individu-

individu atau kelompok-kelompok yang memiliki hubungan atau kepentinan 

yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum 

antara satu dengan yang lain29 

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang 

dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian 

sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi 

(luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi 

merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang 

bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak 

membuahkan hasil.30 

DDengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian 

menunjukkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber yang melahirkan 

perikatan. Perjanjian menjadi dasar timbulnya perikatan, di samping adanya 

sumber-sumber lain yang diakui dalam hukum. Istilah "perjanjian" juga sering 

disamakan dengan "persetujuan", karena pada dasarnya kedua belah pihak 

mencapai kesepakatan untuk melakukan suatu hal. Oleh karena itu, kedua 

istilah tersebut dapat dianggap memiliki makna yang identik. Sementara itu, 

 
29 Eko Hadi Wiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Palanta, Cetakan Pertama, 

Desember, 2007 hal 43 
30 Ensiklopedia Dunia, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, 

diakses pada tanggal 24 Februari 2025, Pukul 07.05 WIB 
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istilah "kontrak" memiliki arti yang lebih sempit, karena merujuk secara khusus 

pada perjanjian atau persetujuan yang dituangkan secara tertulis.31  

Salah satu metode penyelesaian sengketa non litigasi yang umum 

digunakan adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang 

melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator. Mediator bertugas 

untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang saling 

menguntungkan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil 

keputusan, namun ia dapat memberikan saran dan pendapat kepada para pihak. 

Mediasi biasanya dilakukan secara informal dan rahasia, sehingga para pihak 

dapat lebih bebas dalam menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka.32 

Perselisihan hubungan kerja terbagi menjadi perselisihan hak, 

perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja. Pada dasarnya, 

perselisihan hubungan kerja diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan 

Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap Pengadilan PHI, 

penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa langkah awal atau alternatif, 

yang meliputi:  

1. Lembaga Bipartit 

2. Mediasi 

3. Konsiliasi dan  

4. Arbitrase.33 

 
31 Hasil pencarian Pengertian Penyelesaian Sengketa https://mh.uma.ac.id/pengertian-

penyelesaian-sengketa-non-litigasi/ diakses pada tanggal 24 Februari 2025, Pukul 07.05 WIB 
32 Ibid 
33 Yunus, Y., Ilyas, A. S. K., Lasori, S. A., & Salam, S. (2023). Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 727-734 
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2.2.2 Penyelesaian Dengan Lembaga Bipartit 

Penyelesaian melalui Lembaga Bipartit merupakan bentuk perundingan 

antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha dalam rangka 

menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Proses musyawarah ini diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya Pasal 136 Ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap perselisihan 

hubungan kerja wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya musyawarah 

untuk mencapai mufakat antara pihak pengusaha dan pekerja atau serikat 

pekerja.. Ayat (2) menyebutkan bahwa jika musyawarah untuk mufakat tidak 

tercapai, pengusaha dan pekerja/serikat pekerja harus menyelesaikan 

perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang.34 

Lembaga Bipartit terdiri dari wakil pengusaha dan wakil pekerja atau 

serikat pekerja. Jika di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja, wakil 

pekerja dalam lembaga ini dipilih mewakili unit kerja atau kelompok profesi. 

Jika ada lebih dari satu serikat pekerja, wakil-wakil mereka dalam lembaga 

Bipartit ditentukan secara proporsional. Meskipun tidak diatur secara khusus 

dalam undang-undang, serikat pekerja dalam suatu perusahaan dapat 

membentuk Forum Komunikasi antar serikat pekerja. Penyelesaian 

perselisihan antar serikat pekerja dianjurkan dilakukan melalui forum bipartite 

ini, jika mereka enggan melanjutkan perundingan di Lembaga Bipartit yang 

sudah ada. 

 
34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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Penyelesaian melalui bipartit wajib dilakukan, dan hasilnya harus 

dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Proses 

bipartite harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, dan 

salah satu pihak menolak untuk berunding atau jika perundingan gagal 

mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartite dianggap gagal. Jika terjadi 

kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang mengikat dan memiliki 

kekuatan hukum bagi kedua pihak.35  

Perjanjian yang di lakukan bersama tersebut harus didaftarkan di 

Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri setempat. Apabila  

perjanjian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang 

dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan 

Industrial di Pengadilan Negeri yang wilayahnya terdaftar perjanjian tersebut.36 

2.2.3 Penyelesaian Dengan Melalui Mediasi 

Penyelesaian hubungan kerja selanjutnya disebut mediasi, yaitu upaya 

penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat 

buruh di dalam satu perusahaan yang difasilitasi oleh seorang atau lebih 

mediator yang bersifat netral. Mediasi ini merupakan lembaga yang berwenang 

untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan. Proses mediasi dilakukan di 

bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota, di mana mediatornya merupakan 

pegawai yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja. Pada instansi yang bertanggung 

 
35 Iman Budi Santoso (2017) Alternatif Penyelesaian Sengketa Wajib Dalam Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Jurnal Hukum dan bisnis Vol. 3 No. 1 
36 Maswandi. 2017. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan 

Industrial. Jurnal Administrasi Publik, jilid 5, No 1 https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma  
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jawab di bidang ketenagakerjaan, beberapa pegawai diangkat sebagai mediator 

untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja.37 

Perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah 

sebelumnya apabila setiap perselisihan wajib melalui proses perantaraan 

(mediasi) terlebih dahulu. Namun, berdasarkan Undang-undang PPHI (kecuali 

untuk perselisihan hak), pihak Dinas Tenaga Kerja terlebih dahulu 

menawarkan kepada kedua belah pihak untuk memilih antara konsiliasi atau 

arbitrase (tanpa langsung melakukan mediasi). Jika dalam waktu 7 hari pihak-

pihak yang berselisih tidak membuat pilihan, maka penyelesaian sengketa akan 

diserahkan kepada mediator. 

Setelah waktu 7 hari setelah menerima permintaan penyelesaian 

perselisihan, mediator harus mempelajari dan mengumpulkan informasi yang 

diperlukan, dan pada hari kedelapan harus segera mengadakan pertemuan atau 

sidang mediasi. Untuk itu, mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli.38 

Jika pengusaha dan pekerja, serta serikat pekerja, mencapai 

kesepakatan, kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam persetujuan bersama 

yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mediator. Jika 

tidak tercapai kesepakatan, dalam waktu 14 hari setelah sidang mediasi 

pertama, mediator harus memberikan anjuran tertulis. Para pihak yang 

berselisih harus memberikan pendapat tertulis mengenai penerimaan atau 

penolakan terhadap anjuran tersebut.39 

 
37 Yunus, Y., Ilyas, A. S. K., Lasori, S. A., & Salam, S. (2023). Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), hal 727-734. 
38 Susanti Adi Nugroh manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengeketa (kencana 

Jakarta 2019) hal. 57 
39 Permenakertrans No. PER.04/MEN/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mediasi 

Hubungan Industrial 
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Jika kedua belah pihak menerima anjuran mediator, kesepakatan 

tersebut akan dituangkan dalam persetujuan bersama. Namun, jika anjuran 

ditolak, pihak yang mengajukan gugatan dapat melanjutkan kasusnya ke 

Pengadilan PHI setempat. Dalam hal ini, mediator harus menyelesaikan 

dokumen yang diperlukan dalam waktu 5 hari kerja. 

Dengan demikian, seluruh proses mediasi harus diselesaikan dalam 

waktu maksimal 40 hari kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

perundingan bipartit, jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan, mereka 

harus mencatatkan hal tersebut dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada mereka pilihan 

penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. 

2.2.4 Penyelesaian Dengan Konsiliasi 

Konsiliator adalah individu yang memiliki pengalaman dalam bidang 

hubungan kerja serta memahami bahwa peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan, yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan konsiliasi dan 

memberikan anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja 

guna menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan 

hubungan kerja.40  

Daftar konsiliator untuk setiap wilayah kerja dapat ditemukan di kantor 

pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. 

Berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, 

mereka dapat memilih dan meminta konsiliator dari daftar yang tersedia untuk 

 
40 Yunus, Y., Ilyas, A. S. K., Lasori, S. A., & Salam, S. (2023). Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), hal 727-734. 
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membantu menyelesaikan perselisihan terkait kepentingan atau pemutusan 

hubungan kerja. 

2.2.5 Penyelesaian dengan Arbitrase 

Arbitrase, yang berasal dari kata arbitrase dalam bahasa Latin, 

arbitrage dalam bahasa Belanda dan Perancis, serta arbitration dalam bahasa 

Inggris, mengacu pada kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan 

berdasarkan kebijaksanaan atau dengan cara damai oleh seorang arbiter atau 

wasit. Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa41 menyebutkan bahwa arbitrase adalah 

suatu metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak 

yang berselisih.  

Sanusi Bintang mengutip pendapat dari R. Subekti yang menyatakan 

bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang 

atau beberapa hakim berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang 

bersengketa, dengan persetujuan bahwa mereka akan tunduk pada keputusan 

yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk.42  

Arbitrase merupaakan cara penyelesaian perselisihan oleh seorang atau 

tiga orang arbiter, yang dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak 

yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, pemutusan 

hubungan kerja (PHK), atau perselisihan antara serikat pekerja. Jika pihak yang 

berselisih memilih tiga orang arbiter, maka dalam waktu 7 hari setelah itu, 

 
41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa 
42 L, H. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. (Grafindo Persada 2000). hal 27 
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kedua arbiter yang dipilih akan menunjuk arbiter ketiga sebagai ketua majelis 

arbiter. Dalam waktu paling lama 30 hari setelah keputusan arbitrase, salah satu 

pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah 

Agung, hanya jika:  

1) Surat atau dokumen yang diajukan terbukti palsu,  

2) Pihak lawan terbukti sengaja menyembunyikan dokumen yang penting 

dalam proses pengambilan keputusan,  

3) Keputusan arbitrase didasarkan pada penipuan pihak lawan,  

4) Keputusan melampaui kewenangan arbiter, atau  

5) Keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.2.5 Hukum dan Prinsip-prinsip dalam Penyelesaian Sengketa 

Sengketa merupakan suatu keadaan di mana terdapat perbedaan 

pendapat atau konflik antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan 

hukum yang bertentangan. Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara yang adil dan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adapun prinsip-prinsip dalam 

penyelesaian sengketa sebagai berikut:43 

1) Prinsip Keadilan dalam Hubungan Industrial 

a. Menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta 

pengusaha. 

b. Menjunjung perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam hubungan kerja. 

 
43 Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I., Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui 

Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. Notarius, Vol.13, No.2, (2020), 

hal. 812. 
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c. Menjaga keharmonisan dan hubungan kerja yang saling menguntungkan. 

2) Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Batasannya 

a. Pekerja dan pengusaha bebas membuat perjanjian kerja berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

b. Kebebasan berkontrak harus tetap mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Tidak boleh ada klausul yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil 

atau melanggar hak asasi manusia. 

3) Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Ketenagakerjaan 

a. Menjamin hak-hak dasar pekerja seperti upah yang layak, jam kerja yang 

manusiawi, dan lingkungan kerja yang aman. Mencegah eksploitasi 

pekerja dan segala bentuk diskriminasi dalam hubungan kerja. Mengacu 

pada standar hak asasi manusia internasional seperti Konvensi ILO dan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.44 

2.3 Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan 

2.3.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan pada awalnya dikenal dengan sebutan perburuhan, 

yang secara pengertian etimologis berasal dari kata "buruh". Istilah ini merujuk 

pada kondisi di mana seseorang bekerja kepada pihak lain, yakni pengusaha.45 

Hukum ketenagakerjaan sama dengan hukum perburuhan. Hukum 

perburuhan muncul pertama kali di Eropa sebagai reaksi atas perubahan yang 

dimunculkan Revolusi Industri. Dengan beberapa pengertian yang 

 
44 Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I., Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui 

Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. Notarius, Vol.13, No.2, (2020), 

hal. 812. 
45 Zaeni Ashadie, Hukum Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 1 
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dikemukakan oleh ahli hukum berkenaan dengan istilah hukum 

ketenagakerjaan, diantaranya: 

1. Imam Soepomo, memberikan pandangan tentang pengertian bahwa 

hukum ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun 

tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang 

bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu.46 

2. Menurut Molenaar berpendapat, bahwa hukum perburuhan merupakan 

peraturan yang meliputi hubungan kerjaantara pekerja dan majikan, yang 

pekerjaannya dilakukan di bawah pimpinan.47 

3. Menurut Mr. Soetikno berpendapat, bahwa hukum perburuhan ialah 

keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang 

mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah 

perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan 

yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut.48 

4. Menurut Daliyo berpandangan, bahwa hukum ketenagakerjaan/perburuhan 

merupakan himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis 

yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Buruh bekerja 

pada dan dibawah majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasanya.49 

5. Menurut Asikin berpendapat, bahwa hukum perburuhan ialah bagian hukum 

yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan 

 
46 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1992) Cet. 10, hal 

3 
47 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2008), hal 2 
48 Ibid 
49 1 Daliyo, J.B. Pengantar Ilmu Hukum-Buku Panduan Mahasiswa, (PT. Gramedia, Cet. 

III, Jakarta, 1994), hal, 76 
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pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja serta antara tenaga kerja 

dan pengusaha.50 

6. CST Kansil berpandangan, bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum 

yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang 

lain dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan 

pekerjaan itu.51 

7. Menurut Sendjun Manulang, hukum ketenagakerjaan merupakan cabang 

hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, di 

mana pekerjaan dilaksanakan di bawah arahan pihak lain serta berkaitan 

langsung dengan aspek penghidupan pekerja..52 

8. Menurut pendapat Mr. Soetikno, hukum perburuhan merupakan 

keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur hubungan kerja, di mana 

seseorang secara pribadi berada di bawah arahan atau kekuasaan pihak lain, 

serta mencakup kondisi-kondisi kehidupan yang secara langsung berkaitan 

dengan hubungan kerja tersebut.53 

9. Syahriani memberikan pandang terkait hukum ketenagakerjaan, bahwa 

hukum ketenagakerjaan adalah keseluruhan peraturan hukum yang 

mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh 

dengan majikan, dan hubungan antara buruh dan majikan dengan 

pemerintah (penguasa).54 

 
50 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993), 

hal, 2 
51 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, 

Jakarta, 1989), hal, 101 
52 Sendjun H Manulang, Pokok-Pokok H ukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (PT. 

Rineka Cipta, Jakarta, 1995), hal 1 
53 Zainal Asikin, Loc. Cit., hal 5 
54 Ridwan Syahriani, Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata, (Alumni, Bandung, 1992), hal, 

20 
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Dapat di simpulkan hukum perburuhan adalah sekumpulan peraturan-

peraturan yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja dan bertujuan 

2.3.2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian kerja, yang merupakan awal dari suatu hubungan kerja, dapat 

dikategorikan berdasarkan durasinya. Perjanjian yang dibuat untuk jangka 

waktu terbatas disebut sebagai  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT), 

sedangkan perjanjian yang dibuat tanpa batasan waktu disebut perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja tetap. PKWT adalah 

perjanjian yang dibuat antara pekerja dan pemberi kerja ketika kedua pihak 

sepakat untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. 

Sementara itu, PKWTT adalah perjanjian yang dibuat ketika pekerja dan 

pemberi kerja sepakat untuk melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja yang 

berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu tertentu.55  

Menurut Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, baik PKWT maupun PKWTT 

yang dibuat harus memuat unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata. Perjanjian kerja yang dibuat harus mencakup pihak-pihak 

yang terlibat yang harus cakap secara hukum, tidak berada dalam keadaan di 

bawah pengampuan, dan kedua belah pihak harus sepakat untuk mengikatkan 

diri dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, ancaman, atau kekhilafan.  

Selain itu, perjanjian tersebut harus memiliki objek yang sah dan tidak 

bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Jika perjanjian kerja dibuat 

 
55 Rosifany, Ony. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan." Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.4, No.2, (2020), hal. 

3. 
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sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akan terjalin hubungan kerja yang sah 

antara pekerja dan pemberi kerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh 

kedua belah pihak.56  

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menggambarkan 

suatu konstruksi perjanjian ketenagakerjaan yang membentuk hubungan kerja 

dengan karyawan tetap tanpa adanya batasan waktu yang pasti. Sebaliknya, 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) membentuk hubungan kontraktual 

yang mengatur status kepegawaian bagi pekerja dengan kontrak tertentu dan 

pekerja profesional yang independen. Regulasi mengenai PKWT diatur dalam 

Pasal 56 hingga Pasal 59 UU Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi No. KEP.100/MEN/VI/2004 (Kepmen 100/2004).57 

Karakteristik dari PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dapat 

dikenali melalui pembentukan perjanjian yang didasarkan pada batasan waktu 

tertentu atau penyelesaian tugas tertentu. Dalam hal ini, hal yang sangat penting 

dalam penyusunan kontrak kerja adalah kesepahaman yang tercipta antara 

pihak-pihak yang terlibat, bersama dengan mekanisme perpanjangan kontrak 

kerja yang berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (7), 

dengan jelas dijelaskan akibat hukum dari perubahan kontrak kerja jika terjadi 

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Ayat (2) dan (6) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

 
56 Lutfi, K. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Yayasan 

Sekolah Alam Depok (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional, 2023), hal. 52. 
57 Willa Wahyuni, Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTT, (20 Agustus 2024), 

hal. 71. 
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Akibatnya, regulasi ketenagakerjaan akan terus berlaku sesuai dengan 

konstruksi kontrak kerja yang bersifat tidak terbatas, selama tetap merujuk 

pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (I), yang menekankan 

bahwa pengaturan ketenagakerjaan harus didasarkan pada kesepakatan 

bersama antara pihak-pihak yang terlibat. 58 

Regulasi Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 

2022 Bab 4 Bagian II Pasal 59 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan kriteria 

pemberlakuan PKWT yang terbatas pada jenis pekerjaan tertentu, berdasarkan 

karakteristik dan tipe aktivitas yang memiliki batasan waktu yang jelas.59 

Kriteria tersebut meliputi: pekerjaan dengan tujuan penyelesaian tunggal atau 

bersifat sementara, pekerjaan dengan durasi yang pendek dan dapat diprediksi, 

pekerjaan musiman, pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan produk, 

fitur inovatif, atau prototipe dalam tahap eksplorasi dan validasi awal, serta 

kegiatan dengan parameter operasional yang tidak sepenuhnya dapat diukur.60 

1. Prinsip  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  

Beberapa prinsip PKWT yang perlu diperhatikan antara lain: 

a. Harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, 

minimal rangkap dua. Apabila dibuat dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku bahasa 

Indonesia. 

 
58 Teo Titanio Marc Peter dan Devi Rahayu, Akibat Hukum dari Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) yang Tidak Dicatatkan Oleh PT. X Surabaya, Inicio Legis, Vol.1, 

No.1 (2020), hal.7. 
59 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Bab 4 Bagian II Pasal 59 tentang Ketenagakerjaan. 
60 Ishar Pulungan, Kepastian Hukum Bagi Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu Ditinjau dari Perpu Cipta Kerja, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.5, No.2 (2023), hal.194. 
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b. Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 

sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. 

c. Paling lama tiga tahun, termasuk jika ada perpanjangan atau 

pembaruan. 

d. Pembaruan PKWT dilakukan setelah tenggang waktu tiga puluh hari 

sejak berakhirnya perjanjian. 

e. Tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap. 

f. Tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 

g. Upah dan syarat-syarat kerja yang diperjanjikan tidak boleh 

bertentangan dengan PP, perjanjian kerja bersama (PKB), dan 

peraturan perundang-undangan. 

Apabila prinsip PKWT tersebut dilanggar: 

a. Terhadap huruf a sampai dengan f, maka secara hukum PKWT 

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu (PKWTT). 

b. Terhadap huruf g, maka tetap berlaku ketentuan dalam peraturan 

perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Syarat-syarat pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

PKWT hanya dapat di lakukan  untuk pekerjaan: 

a. Bersifat sekali selesai atau sementara, waktunya tidak tetap dan 

selesai dalam waktu singkat. 

b. Bersifat musiman, tergantung musim atau permintaan tertentu. 

c. Berdasarkan jangka waktu tertentu, maksimal 5 (lima) tahun 

termasuk perpanjangan dan pembaruan. 
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d. Bukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau terus-menerus. 

PKWT berdasarkan jangka waktu dapat dilakukan paling lama 5 (lima) 

tahun, termasuk perpanjangan dan pembaruan. Perpanjangan hanya boleh 

dilakukan 1 (satu) kali selama paling lama sesuai kesepakatan dalam batas 

total 5 tahun. Pembaruan PKWT dapat dilakukan setelah jeda waktu 30 

hari setelah berakhirnya perjanjian sebelumnya.61 

2.3.3. Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang dimaksud 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian 

kerja yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk menjalin 

hubungan kerja yang bersifat permanen atau tetap.62 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dibuat baik 

secara tertulis maupun secara lisan, dan tidak mensyaratkan pengesahan dari 

instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Apabila PKWTT disepakati secara 

lisan, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hubungan kerja antara 

pengusaha dan pekerja mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. PKWTT juga 

dimungkinkan untuk memuat ketentuan mengenai masa percobaan kerja 

dengan jangka waktu paling lama tiga (3) bulan. Selama masa percobaan 

 
61 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja 
62 Keputusan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 

KEP.100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu 
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tersebut, pengusaha tetap berkewajiban membayar upah kepada pekerja, di 

mana besaran upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian  

Waktu Penelitian akan di laksanakan sekitar bulan Mei 2025 setelah 

dilakukan seminar proposal dan perbaikan Ouline. 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian Skripsi 

 

3.1.2 Tempat penelitian 

Penelitian di lakukan di Dinas Tenaga Kerja yang beralamat di Jln. 

Asrama No.143, Dwi kora, kec.Medan. 

No Kegiatan 

Bulan 

Agustus 

 2024 

Januari 

2025 

 

Februari 

2025 

 

 

Maret 

2025 

 

 

Juli 

2025 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Pengajuan 

Judul 

                                        

2. 
Seminar 

Proposal 

                                        

3. Penelitian                                         

4. 
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3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian  

1. Penelitian Hukum yuridis Normatif 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan 

kebenaran berdasarkan prinsip koherensi. Pendekatan ini menelaah kesesuaian 

antara peraturan perundang-undangan dengan norma hukum, menilai apakah 

norma yang memuat perintah atau larangan telah sejalan dengan asas-asas 

hukum, serta mengkaji apakah suatu tindakan telah selaras dengan ketentuan 

hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku.63 

Penelitian hukum normative pada hakikatnya mengkaji hukum yang di 

konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlku dalam Masyarakat dan 

menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono normative, adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data 

sekunder belaka. 

Penelitian Hukum Normatif yang meneliti dan menelaah bahan Pustaka 

atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian 

hukum keperpustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dengan demikian 

bahan yang di teliti pada penelitian hukum normative adalah bahan Pustaka 

atau data sekunder.64 

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan 

bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan putusan hakim. 

 
63 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47 
64 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudjı, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14 
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Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakn dokumen-dokumen resmi.65 

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-

undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum 

dalam Perjanjian Kerja dan Kontrak Kerja. Dengan demikian di samping 

penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak 

yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk 

dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.66 

3.2.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-

undangan seperti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 

Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, 

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, 

jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.67 

 
65 Muhammad Citra Ramadhan, Metode Penelitian Hukum (D.I. Yogyakarta, 

Kaizen,2020), hal. 93. 
66 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2007), hal. 41-42 
67 Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia Publishing, 

2006), hal. 295 
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c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan 

atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder seperti jurnal, buku, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan 

dalam penelitian skripsi ini. 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ada dua macam yaitu data 

primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam 

penelitian hukum yuridis-normatif, dapat digunakan secara terpisah maupun 

secara bersama-sama. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat 

dibuktikan kebenaran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka 

dipergunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Studi Kepustakaan (Library Research)  

 Studi ini dilaksanakan melalui pengumpulan data sekunder yang 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Data tersebut dimanfaatkan sebagai landasan teoritis dalam 

menganalisis data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun 

data sekunder yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

literatur atau buku teks, serta data yang berasal dari instansi atau lembaga terkait 

yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. 

2. Studi Lapangan (Field Research)  

Studi lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

wawancara, yaitu proses interaksi tanya jawab secara langsung antara peneliti 

dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi 

yang relevan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak 
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tersebut, baik menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan terstruktur 

maupun secara bebas, selama data yang diperlukan dapat diperoleh secara 

lengkap. Dalam konteks penelitian ini, wawancara akan dilaksanakan di Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dengan narasumber utama adalah 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. 

3.2.5 Analisis Data 

 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat dibuat baik 

secara tertulis maupun secara lisan, dan tidak mensyaratkan pengesahan dari 

instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Apabila PKWTT disepakati secara 

lisan, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hubungan kerja antara 

pengusaha dan pekerja mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. PKWTT juga 

dimungkinkan untuk memuat ketentuan mengenai masa percobaan kerja 

dengan jangka waktu paling lama tiga (3) bulan. Selama masa percobaan 

tersebut, pengusaha tetap berkewajiban membayar upah kepada pekerja, di 

mana besaran upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan Penjelasan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis memberikan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai 

berikut: 

1. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara memilik peran sangat 

penting dalam menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan, termasuk kasus 

penahanan ijazah, melalui jalur mediasi, konsiliasi, dan pemberian fasilitasi 

hukum antara pekerja dan pengusaha. Disnaker juga berwenang melakukan 

pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan 

sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dan Permenaker No. 33 Tahun 2016. 

2. Pekerja memiliki hak dan kewajiban yang di dapat sebagai tenaga kerja yang 

harus di penuhi oleh pihak Perusahaan dan berkewajiban menjalankan 

kewajiban sebagai tanggung jawab bekerja sebagimana di atur dalam UU No. 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

3. Sebagimana yang di maksud dalam surat edaran Nomor 

M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau 

Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja bahwa penahan 

ijazah di larang apapun dengan alasan apapun maka jika terjadi penahan 

ijazah dalam perjanjian kerja berdasarkan surat edaran maka hal tersebut di 

larang dan perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sah nya terjadi 

perjaanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum.   
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5.2 Saran 

Adapun saran berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah yang memiliki wewenang terhadap tenaga kerja: 

Diperlukan peningkatan sosialisasi dan pengawasan aktif terhadap praktik 

kerja yang tidak sesuai hukum, khususnya mengenai penahanan ijazah. Perlu 

juga optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, 

transparan, dan berorientasi pada keadilan. Perlu dirumuskan aturan hukum 

yang secara eksplisit melarang penahanan dokumen pribadi pekerja, seperti 

ijazah, dalam perjanjian kerja. Hal ini dapat diperkuat melalui pengesahan 

regulasi turunan dari UU Cipta Kerja dan pembaruan dalam UU 

Ketenagakerjaan. 

2. Hak dan kewajiban Pekerja dan Perusahaan. 

Diharapkan agar mengetahui hak-haknya sebagai pekerja sesuai dengan 

UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023, serta segera melaporkan 

pelanggaran seperti penahanan ijazah kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat 

atau jalur hukum lainnya.  

Disarankan untuk tidak menggunakan ijazah sebagai jaminan kerja karena 

bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hukum positif 

Indonesia. Perusahaan hendaknya mengembangkan sistem kontrak kerja yang 

berlandaskan saling percaya, transparan, dan sesuai dengan hukum. 

3. Dengan adanya surat edaran Menteri Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang 

Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik 
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Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja di harpkan tidak ada lagi terjadi kasus 

kasus serupa yang merugikan pihak pekerja. 
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Lampiran 1 

Surat Permohonan Data/Riset Dan Wawancara 
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Wawancara 

Berdasarkan surat yang saya ajukan sebagai syarat administrasi untuk 

melaksakan Penelitian dan wawancara. 

Bersama Pak Ali Akbar Hasibuan selaku Kepala seksi bidang pengawas Di 

Dinas Ketenagkerja Sumatera Utara pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul 09:15 WIB 

Pratiwi S.M Anggota seksi bidang pengawas Di Dinas Ketenagkerja 

Sumatera Utara pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul 09:45 WIB 

Herlina seksi Anggota bidang pengawas Di Dinas Ketenagkerja Sumatera 

Utara pada Tanggal 2 Juni 2025, Pukul 10:00 WIB 

1. Apakah penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan sah secara hukum? 

Penahanan ijazah oleh perusahaan tidak sah secara hukum. Ijazah merupakan 

dokumen pribadi milik pekerja yang bersifat pribadi dan melekat pada identitas 

pemiliknya. Tindakan penahanan ijazah oleh pemberi kerja bertentangan dengan 

prinsip penghormatan terhadap hak-hak pribadi, serta tidak memiliki dasar hukum 

yang sah dalam peraturan ketenagakerjaan nasional. Selain itu, praktik ini 

berpotensi melanggar hukum pidana apabila unsur-unsur perampasan atau 

pemerasan terpenuhi. 

2. Apakah ada aturan atau undang-undang yang mengatur penahanan ijazah oleh 

perusahaan? Ya, secara eksplisit tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang membenarkan penahanan ijazah oleh 

perusahaan. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025, yang menegaskan larangan penahanan 
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ijazah dan/atau dokumen pribadi lainnya milik pekerja oleh pemberi kerja. Surat 

edaran ini menegaskan bahwa tindakan penahanan ijazah tidak diperbolehkan dan 

dapat dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. 

3. Bagaimana jika penahanan ijazah dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari 

karyawan? Penahanan ijazah tanpa persetujuan tertulis dari karyawan adalah bentuk 

pelanggaran hukum. Persetujuan lisan pun tidak dapat dijadikan dasar yang kuat 

secara hukum, karena menyangkut hak-hak mutlak pekerja. Bahkan jika terdapat 

persetujuan tertulis, praktik tersebut masih dapat dipertanyakan keabsahannya 

karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan pekerja, termasuk asas 

itikad baik dan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya 

perjanjian. 

4. Apakah penahanan ijazah diatur dalam perjanjian kerja yang telah disepakati 

antara perusahaan dan karyawan? Nah.. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan 

mencantumkan klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja, terutama  

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT). Namun demikian, keberadaan klausul 

tersebut tidak serta-merta menjadikannya sah secara hukum, karena bertentangan 

dengan asas perlindungan bagi pekerja yang dianut dalam hukum ketenagakerjaan 

Indonesia. Pengaturan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Bagaimana klausul mengenai penahanan ijazah tersebut dalam perjanjian 

kerja? Klausul mengenai penahanan ijazah, jika ada, biasanya dituangkan 

dalam bentuk pernyataan bahwa pekerja bersedia menyerahkan ijazah asli sebagai 

jaminan selama masa kerja. Namun klausul tersebut dapat dianggap sebagai bentuk 
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perjanjian yang tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) 

huruf c UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa 

perjanjian kerja harus dibuat atas dasar kesepakatan yang tidak bertentangan 

dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, klausul 

tersebut dapat dibatalkan demi hukum. 

6. Apakah penahanan ijazah menimbulkan kerugian bagi karyawan, misalnya 

dalam hal pencarian kerja? Ya, penahanan ijazah dapat menimbulkan kerugian 

nyata bagi karyawan, terutama dalam proses melamar pekerjaan baru, atau 

pendaftaran pendidikan lanjutan. Ijazah merupakan bukti resmi kualifikasi 

pendidikan yang wajib disertakan dalam banyak keperluan administratif, sehingga 

ketiadaannya membatasi mobilitas karier pekerja. 

7. Bagaimana cara karyawan mendapatkan kembali ijazah yang ditahan oleh 

perusahaan? Karyawan dapat terlebih dahulu meminta secara baik-baik kepada 

pihak HRD perusahaan untuk mengembalikan ijazah. Jika tidak berhasil, maka 

karyawan dapat mengajukan pengaduan resmi ke Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) setempat. Selain itu, karyawan juga dapat menempuh jalur hukum 

perdata atau pidana, tergantung pada kondisi kasusnya. 

8. Apakah ada sanksi atau ganti rugi yang dapat diminta oleh karyawan jika 

ijazah ditahan secara tidak sah? Ya. Jika penahanan ijazah menyebabkan kerugian, 

maka karyawan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pengembalian 

dokumen dan ganti rugi materiil maupun immateriil. Apabila unsur pidana 

terpenuhi (misalnya unsur pemerasan atau perampasan), pelaku juga bisa dijerat 

dengan sanksi pidana. 
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9. Apakah penahanan ijazah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, 

misalnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tindak pidana? Ya. 

Penahanan ijazah secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

terhadap hak milik pribadi, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, tindakan ini 

juga bisa dikenakan pasal perampasan atau penggelapan dalam KUHP jika 

memenuhi unsur pidana. 

10. Apakah ada dasar hukum untuk menuntut perusahaan yang menahan ijazah 

secara tidak sah? Dasar hukumnya antara lain: 

1. KUHP Pasal 368 (pemerasan) dan Pasal 372 (penggelapan), 

2. Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, 

3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, 

5. Surat Edaran Menaker No. M/5/HK.04.00/V/2025 tentang larangan 

penahanan ijazah. 

11. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan oleh karyawan jika ijazah ditahan 

oleh perusahaan tanpa dasar hukum yang kuat? Tindakan yang bisa dilakukan 

karyawan antara lain: 

1. Mengajukan surat permintaan resmi pengembalian ijazah, 

2. Melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk dimediasi, 

3. Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, 

4. Melapor ke kepolisian jika ada indikasi unsur pidana, 

5. Mengadukan ke Komnas HAM jika dirasa terjadi pelanggaran hak asasi. 
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12. Bagaimana cara melaporkan kasus penahanan ijazah kepada Disnaker? 

Langkahnya: 

1. Kumpulkan bukti (surat penahanan, perjanjian kerja, kronologi, 

komunikasi). 

2. Datang ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat, bagian 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 

3. Buat pengaduan tertulis dengan menyebut identitas pelapor, identitas 

perusahaan, kronologi kejadian, dan permintaan penyelesaian. 

4. Disnaker akan menindaklanjuti dengan mediasi atau pengawasan ke 

perusahaan. 

13. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh jika kasus penahanan ijazah 

tidak dapat diselesaikan secara damai? Upaya perkerja yang bisa di lakukan adalah 

salah satu nya: 

1. Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk pengembalian dokumen dan 

ganti rugi, 

2. Laporan pidana ke kepolisian jika unsur penggelapan/pemerasan terpenuhi, 

3. Laporan ke Komnas HAM jika tindakan dinilai melanggar hak dasar. 

4. Menggunakan mekanisme PTUN, jika pelanggaran dilakukan oleh 

instansi/lembaga negara. 

16. Apakah penahanan ijazah oleh perusahaan yang saya alami sah secara hukum, 

mengingat tidak ada kesepakatan tertulis sebelumnya?  

Tidak sah secara hukum. Tanpa persetujuan tertulis, perusahaan tidak memiliki 

dasar legal untuk menahan ijazah Anda. Bahkan jika ada kesepakatan tertulis, 
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praktik ini tetap tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan 

perlindungan hak pekerja. 

17. Apakah saya dapat melaporkan kasus ini ke Disnaker dan apa tindakan yang 

akan dilakukan oleh Disnaker terhadap perusahaan?  

Ya, setiap pekerja berhak melaporkan kasus ini ke Disnaker. Setelah laporan 

diterima, Disnaker akan melakukan: 

1. Mediasi antara Anda dan perusahaan, 

2. Jika perlu, pengawasan langsung ke perusahaan, 

3. Surat peringatan atau rekomendasi sanksi administratif, 

4. Jika pelanggaran serius, Disnaker dapat meneruskan ke penegak hukum 

atau merekomendasikan penyelesaian melalui pengadilan hubungan 

industrial. 
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Lampiran 2  

Surat Keterangan Selesai Melakukan Riset dan Wawancara. 
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Lampiran 3 

Dokumentasi Dengan Narasumber dan Wawancara 
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